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PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG KOTA LAYAK ANAK

ABSTRAK: - bahwa Pemerintah Kota Metro sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan
memenuhi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa agar
dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaannya;

bahwa upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai bagian dari
hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui
pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara
terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan yang pada
gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak
anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan
kesejahteraan anak ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang
responsif terhadap anak yang diwujudkan melalui upaya membangun
Kota Layak Anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Kota Layak Anak;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-
Undang   Nomor   12  Tahun  1999    tentang Pembentukan Kota Dati
II Way Kanan, Kota Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606); Undang-Undang Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5332); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai
Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak
Anak); Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi; Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak; Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota
Layak Anak; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi
Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah
Ramah Anak; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14); Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15); Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota
Metro Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
13); Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran



Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 24);

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22
Januari 2019.

- Penjelasan 6 Halaman


